BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. Bahwa keberadaan Direktur Kepatuhan di I;erbénkan nasional di latar
belakangi oleh krisis ekonomi d1 Indonesia dan juga kondisi internal
perbankan nasional yang lemah. Program restrukturisasi perbankan yang
sedang dilaksanakan ditujukan untuk memulihkan kondisi ekonomi
Indonesia pada umumnya dan kondisi perbankan khususnya. Melalui
program restrukturisasi perbankan ini diharapkan perbankan dapat
menegakkan prinsip Good Corporate Governance . Keberadaan DK juga di
latar belakangi oleh tidak efektifnya Komite Audit di perbankan nasional
yang dibentuk melalui Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Tahun 1994,
akibat personil yang tidak kompeten. Posisi DK di perbankan nasional
sebagai pengawas intern yang posisinya tidak lagi di bawah direksi bahkan
sejajar. DK yang merupakan “resep” yang diharuskan IMF di latar
belakangi oleh adanya ketidakpercayaan pada struktur dan manajemen

konvensional bank yaitu direksi akan menjalankan operasi bank secara

139



lebih hati-hati, Keberadaan DK diperlukan mengingat adanya risiko usaha
yang dimiliki sektor perbankan yang berbeda dengan sektor usaha lainnya.

. Berdasarkan ketentuan Hukum Perusahaan keberadaan DK tidak
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum
perusahaan khususnya UUPT. Dalam Pasal 79 ayat (2) UUPT disebutkan
bahwa perseroan terbatas haruslah paling sedikit mempunyai 2 (dua) orang
direktur karena perseroan tersebut bdang usahanya adalah mengerahkan
dana masyarakat atau menerbitkan surat pengakuan utang atau perseroan
terbuka. Selain itu, berdasarkan teori-teori dalam hukum perusahaan bahwa
bank memiliki hubungan fiduciary dengan nasabahnya. Oleh karena itu,
bank harus bertindak sebagai frustee atau agen semata-mata yang
mempunyai kewajiban mengabdi sepenuhnya dengan sebaik-baiknya dan
dalam pelaksanaannya didasarkan pada duty skill and care serta duty of
loyalty. Berdasarkan ketentuan hukum perbankan, keberadaan DK sebagai
salah satu bentuk pengawasan tidak langsung (off site supervision) untuk
memantau kegiatan usaha bank serta pelaksanaan kepatuhan terhadap
ketentuan yang berlaku. Pengawasan tersebut bertujuan menjaga keamanan
dan kesehatan bank maupun kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan,

sehingga perbankan dapat melaksanakan praktik perbankan yang sehat.
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3. Keberadaan DK selaku pengawas intemn bank diharapkan dapat membantu

B. Saran

program  restrukturisasi perbankan agar penegakkan prinsip Good
Corporate Governance dapat tercapai. Namun, dalam praktiknya harus
didukung oleh direktur-direktur lain sepanjang tidak ada niat dari anggota
direksi lain, kecil kemungkinan Good Corporate Governance dapat
ditegakkan. DK harus dapat mengantisipasi seandainya ada intervensi
terhadap operasional dan kebijakan bank oleh komisaris, Asal usul DK Jjuga
perlu diperhatikan dalam rangka menunjang  keberhasilan program
resrukturisasi perbankan, apakah berasal dari “orang dalam” bank atau

bahkan “satu kubu” dengan direktur utama atau dari luar bank

Direktur Kepatuhan sebagai pengawas intern yang posisinya tidak lagi di

bawah direksi yang akan memantau dan memastikan bank telah memenuhi seluruh

peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku

dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan

bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, memantau dan menjaga

kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat bank

terhadap Bank Indonesia Oleh karena itu, DK selain harus lulus uji kelayakan dan

kepantasan (fir and proper fest), memahami operasi perbankan, mumpuni dalam

segala ketentuan yang menyangkut prinsip kehati-hatian (prudential banking), DK
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bukan saja memainkan peran sebagai auditor internal tetapl juga mengingatkan bank
untuk tetap taat pada norma-norma yang berlaku, DK harus ri gid.

Berkaitan dengan asal wusul DK, Bank Indonesia sebaiknya
mempertimbangkan ihwal asal usul , dan lebih ideal jika yang menjadi DK adalah
orang yang benar-benar orang yang tidak punya keterkaitan dengan masa lalu bank
yang bersangkutan.

Akhirnya saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penegakkan Good
Corporate Governance, maka berpijak pada kasus Enron di Amerika Serikat yang
memiliki tingkat transparansi yang sangat tinggi namun terjadi kegagalan peran
governance berbagai instistusi yang berlapis-lapis. Oleh karena itu, dalam
mengawasi sepak terjang perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya sektor
perbankan tidak hanya Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan Bappepam yang

berperan aktif tetapi juga badan-badan lainnya termasuk para analis keuangan.
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